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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS 

TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA BADAN USAHA 

MILIK DESA (BUM DESA) “TANJUNG RAYA” DESA PULAU KECIL 

KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. 

DOSEN PEMBIMBING: 

NASRULLAH DJAMIL SE, M.SI, AK, CA 

 NIP. 19780808 200710 1 003 

DISUSUN OLEH: 

AMALIAH 

NIM. 11773201417 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. 

Penggunaan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Desa Pulau Kecil bertujuan untuk mempermudah BUM Desa dalam menerapkan 

standar akuntansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penyajian penerapan Laporan Keuangan berdarkan SAK ETAP pada Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif-kualitatif. Jenis data penelitian ini adalah Data Kualitatif 

(berbentuk kata-kata) dan Data Kuantitatif (berbentuk angka). Sumber data 

penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data 

menggunakan metode Wawancara atau Interview (dilakukan dengan pihak yang 

bersangkutan) dan Dokumentasi (profil perusahaan dan laporan keuangan). 

Metode Analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dimana 

membandingkan teori dengan praktik yang ada untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil dalam menyajikan laporan keuanganya 

sudah menggunakan sistem akuntansi namun belum menerapkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) secara maksimal. Hal 

ini disebabkan karena pengelola belum mengetahui tentang adanya SAK ETAP 

sebagai standar Akuntansi. Penelitian ini menyarankan supaya Badan Usaha Milik 

Desa (BUM Desa) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil kedepannya dapat menerapkan 

SAK ETAP dalam menyajikan laporan keuangan, agar laporan keuangan dapat 

maksimal dalam memberikan informasi. 

Kata Kunci:  SAK ETAP, Laporan Keuangan, BUM Desa Tanjung Raya Desa 

Pulau Kecil 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Desa merupakan satuan terkecil dalam sebuah negara yang secara langsung 

dekat dengan masyarakat yang perlu diperhatikan kesejahteraannya. Menurut 

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakaat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. 

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan 

fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya untuk 

meningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan di desa adalah dengan 

mendorong gerak ekonomi desa dalam bentuk wirausaha dan pemanfaatan sumber 

daya yang dimiliki oleh desa. Untuk mendukung hal tersebut ditetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi 

(PERMENDESA PDTT) Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan 

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian 

BUM Desa dalam BAB 2 Pasal 3 disebutkan Pendirian BUM Desa bertujuan 

untuk: Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar 

bermanfaat untuk kesejahteraan desa, dan meningkatkan usaha masyarakat dalam 

pengelolaan potensi ekonomi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya 
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dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa 

(Reza M. Zulkarnaen, 2016). 

PERMENDESA PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pada BAB 3 Pasal 12 

menyatakan bahwa pelaksanaan operasional berwenang: Membuat laporan 

keuangan seluruh unit – unit usaha BUM Desa setiap bulan, membuat 

perkembangan kegiatan unit – unit usaha BUM Desa setiap bulan, memberikan 

laporan perkembangan unit – unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa 

melalui musyawarah desa sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Utomo Sidi Hidayat, Kepala Dispermades 

saat memberikan materi pada sosialisasi pembentukan BUM Desa di Karanganyar 

Kamis 5 Desember 2019, “Pihak desa diminta mengoptimalkan pemberdayaan 

BUM Desa di wilayah masing- masing. Ketua BUM Desa juga diwajibkan 

melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada kepala desa setiap 

enam bulan sekali”. (republika.com). 

Berbicara mengenai laporan keuangan Akuntansi sebagai proses pencacatan 

sangat diperlukan dalam suatu usaha, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa). Akuntansi  dapat diartikan sebagai sistem yang menyediakan laporan untuk 

para pengangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan 

(Warren, dkk, 2014:3). 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga ekonomi yang 

memiliki identitas dan dasar hukum, oleh karena itu penerapan akuntansi dan 

penyususnan laporan keuangannya harus berpedoman pada standar keuangan 
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sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kepercayaan dari semua 

pihak (Rudini, dkk: 2016). 

Mengingat Standar Akuntansi Keuangan Umum cukup kompleks, usaha 

kecil seperti BUM Desa akan kesulitan jika mengikut standar tersebut. Maka 

untuk memudahkan BUM Desa dalam menyusun laporan keuangannya Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas 

tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang 

tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan 

untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal 

(IAI-SAK ETAP, 2016: BAB 1). 

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) saat ini 

diharuskan untuk menggunakan sistem berbasis Standar Akuntansi Keuangan 

untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), karena teknis laporan 

keuangan SAK ETAP yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

sudah sesuai konsesus dan kajian yang dianggap cocok bagi desa. Hal ini 

disampaikan salah seorang pemateri juga fasilitator pelatihan BUM Desa pada 

Kementerian Desa, Dimas Triambara dalam acara workshop peningkatan 

kapasitas bagi para pengelola keuangan BUM Desa Provinsi Jawa Barat, 

Kuningan (jabar.antaranews.com). 

Menurut Trio Hadi, Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi 

Anggaran (FITRA) Riau menyatakan: “Saat ini di Riau berdasarkan data Dinas 
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PMD dari 1592 desa hanya 849 desa yang memiliki BUM Desa, terdapat pula 131 

BUM Desa dengan kondisi kurang baik sampai dikatakan bangkrut. Bahkan 

terdapat desa yang justru pengurus BUM Desa menggelapkan dana BUM Desa” 

(gagasanriau.com). 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya yang berada di desa 

Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk pada tahun 

2016. BUM Desa Tanjung Raya merupakan unit usaha desa yang bergerak di 

bidang simpan pinjam. 

Sebagaimana telah kita ketahui BUM Desa Tanjung Raya telah berjalan 

selama kurang lebih 4 (empat) tahun, namun ada beberapa hal yang perlu untuk 

dikaji, terutama permasalahan mengenai laporan keuangan, dan peneliti 

mendapatkan beberapa masalah sebagai berikut: 

Pertama, penyajian laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pengelola 

BUM Desa Tanjung Raya hanya menyajikan 3 (tiga) bentuk laporan keuangan 

saja, yaitu Laporan Modal, Neraca dan Laporan Laba Rugi. Seharusnya pengelola 

melaporkan sebanyak 5 (lima) laporan keuangan sesuai dalam SAK ETAP pada 

Bab 3 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang meliputi: Neraca, Laporan 

Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan.  

Akibat dari kurangnya jumlah laporan keuangan atau dengan kata lain tidak 

melaporkan Laporan Arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, maka 

pengelola dan pengguna laporan akan kesulitan mengetahui tentang arus kas yang 

terjadi dan sulit untuk mengevaluasi kas perusahaan, tidak dapat memberikan 
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penjelasan secara naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan 

keuangan serta informasi tentang pos yang memenuhi kriteria pengakuan dalam 

laporan keuangan. 

Kedua, dalam melaporkan Laporan Perubahan Modal pengelola hanya 

menyajikan dalam bentuk gambaran saja mengenai perkembangan modal dari 

tahun ketahun, sedangkan dalam ketentuan dalam SAK ETAP informasi yang 

disajikan dalam laporan perubahan ekuitas adalah laba rugi untuk periode, 

pendapatan dan beban yang di akui secara langsung, jumlah invesatasi, dividen 

dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas. Hal ini menyebabkan pengelola maupun 

pengguna laporan tidak menerima informasi secara lengkap mengenai hal-hal 

yang menyebabkan modal unit usaha berubah, baik bertambah maupun berkurang 

selama satu periode berjalan. 

Ketiga, dalam laporan Neraca tidak terdapat akun persediaan, properti 

investasi, aset tidak berwujud dan akun hutang pajak, dalam SAK ETAP akun – 

akun tersebut harus disajikan. Kemudian pengelola tidak mengklasifikasikan aset 

lancar dan tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan 

pada SAK ETAP pada BAB 4 entitas harus menyajikan aset dan kewajiban dalam 

klasifikasi terpisah. Tanpa klasifikasi aset dan hutang pengelola tidak dapat 

memahami secara pasti mana yang merupakan aset lancar dan mana aset tidak 

lancar begitu pun dengan hutang, hal ini penting dalam memahami modal kerja 

bersih perusahaan, dan menentukan presentase pendapatan perusahaan yang 

berasal dari kegiatan bisnisnya. 
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Keempat, pada laporan laba rugi penyaji tidak melaporkan beban pajak dan 

bagian laba atau rugi dari investasi, hal ini tidak sesuai dalam SAK ETAP yang 

mengatakan laporan Laba Rugi minimal mencakup pos – pos: Pendapatan, Beban 

Keuangan, Bagian laba atau rugi dari Investasi, Beban Pajak dan Laba atau Rugi 

Neto. Dengan tidak adanya beban pajak pada laporan keuangan pengelolah 

dikatakan tidak mampu menyajikan informasi beban pajak terutang yang harus 

dibayarkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul:  

“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten 

Indragiri Hilir”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM 

Desa) Tanjung Raya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas 

Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

“Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya terhadap Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1) Manfaat Teoris 

Dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan pengetahuan penerapannya yang 

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik (SAK ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana pembelajaran bagi peneliti untuk terjun langsung di 

lapangan dan mengetahui perbedaan teori dengan kondisi yang 

sebenarnya di lapangan serta untuk meningkatkan kemampuan dibidang 

penelitian ilmiah dalam mengungkap permasalahan tertentu dan 

berusaha memecahkan permasalahan tersebut. 

b. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat menjadi salah satu referensi materi perkuliahan dan penelitian 

selanjutnya yang berterkaitan dengan Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). 
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c. Bagi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengelola BUM Desa 

dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan, dan agar mengetahui pentingnya akuntansi yang sesuai 

dengan standar pada unit usaha mereka dan dapat mengembangkannya.    

1.5 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang 

dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan sebagainya, secara holistik dengan cara deskriptif dalam suatu 

konteks khusus yang alami tanpa ada campur tangan manusia dan dengan 

memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan. 

(Umar Sidiq, Miftachul Choiri, 2019:10). 

2. Sumber Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan 

masih memerlukan adanya pengolahan. Data bisa berujud suatu keadaan, 

gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang 

bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian 

ataupun konsep (Sandu Siyoto, 2015:67).  Adapun data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumbernya datanya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti 

dari berbagai sumber yang telah ada (Sandu Siyoto, 2015:67). Data 

sekunder diperoleh dari sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, 

seperti sejarah singkat, visi dan misi, dasar hukum dan kepengurusan 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya desa Pulau Kecil, 

serta literatur lain yang berhubungan seperti jurnal, buku, website dan 

lain – lain. 

3. Teknik Pengambilan Data 

Menurut (Umar Sidiq, Miftachul Choiri, 2019:58) Teknik pengumpulan 

data adalah sebuah cara untuk mendapatkan data-data di lapangan agar hasil 

penelitian dapat bermanfaat dan menjadi teori baru atau penemuan baru. 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan 

beberapa teknik, antara lain: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumentasi yang dilakukan 

berupa laporan keuangan BUM Desa Tanjung Raya dan beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan SAK ETAP. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan 

oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting 

alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam 

proses memahami.   

Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti pada Badan Usaha Milik 

Desa (BUM Desa) Tanjung Raya Desa Pulau Kecil. 

4. Teknik Analisis Data 

Menurut (Sandu Siyoto, 2015) Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis 

deskriptif yang pada dasarnya berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2015:29). 

Data – data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara oleh 

penulis mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terhadap laporan keuangan, kemudian 

akan dianalisis dan dideskripsikan berdasarkan teori dan konsep yang ada 
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atau membandingkan teori dengan praktik. Selanjutnya hasil penelitian akan 

dihubungkan dengan permasalahan yang di angkat pada penelitian ini untuk 

mendapatkan suatu kesimpulan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam menulis skripsi ini penulis menyusun dan mengelompokkan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi dan penjelasan 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan secara uraian 

teoritis yang mendukung pembahasan masalah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM BADAN USAHA 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum badan usaha seperti 

sejarah singkat, visi dan misi, profil dan susunan pengurus atau struktur 

organisasi. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penyajian 

laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya, 

seperti penyajian laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan penulisan dari penelitian, saran – saran 

yang ditujukan untuk pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Tanjung Raya dan beberapa pihak lain, serta keterbatasan – 

keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan penelitian.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abd. Halim (2016:27) Akuntansi 

didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan 

pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian 

(judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut. Tujuan 

pelaporan akuntansi adalah membuat sistem pemprosesan dan komunikasi yang 

meringkaskan informasi perusahaan yang sangat banyak kedalam bentuk yang 

bisa dipahami. Dengan demikian akuntansi dapat dipahami debagai penghubung 

antara kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan pembuat keputusan. 

Akuntansi dalam persepkif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, 

pengukuran, pencatatan transaksi – transaksi dan penyajian mengenai kekayaan 

dan kewajiban – kewajiban. Firman Allah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282 

yang berbunyi: 

حِٛىِِ ٍِِ ٱنشَّ ًََٰ حْ ِِ ٱنشَّ
 ثِسْىِِ ٱللَََّٰ

ِآيَُُٕاِإرَِاِ ٍَ َٓبِانَّزِٚ ِأَُّٚ لََِٚأَةَِْكَبتِِٚبَ َٔ ِ َُكُىِْكَبتِتٌِثبِنْعَذْلِِۚ ْٛ نَْٛكْتتُِْثَ َٔ ِ ِٗفَبكْتجُُُِِٕۚ ًًّّ ِأجََمٍِيُسَ َٰٗ ِإنَِ ٍٍ ْٚ ِثِذَ ُْتىُْ َٚ ِتَذَا ٌْ تٌِأَ

َِِٚ لََ َٔ ِ ُ ِسَثَّّ َ نْٛتََّكِِاللََّّ َٔ ِ ِانْحَكُّ ِّ ْٛ ِانَّزِِ٘عَهَ همِِ ًْ نُْٛ َٔ ِ ِفَهَْٛكْتتُْ ُِۚ ِاللََّّ ُّ ًَ ِعَهَّ ب ًَ ِكَ ِانَّزَِِ٘ٚكْتتَُ ٌَ ِكَب ٌْ ِ ِفإَ ِۚ ْٛئًّب ِشَ ُُّْ جْخَسِْيِ

اسْتَشِْ َٔ ِ ِثبِنْعَذْلِِۚ نُُِّّٛ َٔ ِ همِْ ًْ ِفهَُْٛ َٕ ُِْ مَّ ًِ ُِٚ ٌْ ِأَ َِٚسْتطَِٛعُ ِلََ ْٔ ِأَ ِضَعِٛفًّب ْٔ ِأَ ًّٓب ِسَفِٛ ِانْحَكُّ ِّ ْٛ ِعَهَ ٍْ ِيِ ٍِ ْٚ ِٓٛذَ ِشَ ِٓذُٔا

ايْشَِ َٔ ِ ِفَشَجُمٌ ٍِ ْٛ ِسَجُهَ َِٚكَُٕبَ ِنَىْ ٌْ ِ ِفإَ بِسِجَبنِكُىِْۖ ًَ ِإحِْذَاُْ شَ بِفتَزَُكِّ ًَ ِإحِْذَاُْ ِتضَِمَّ ٌْ ِأَ َٓذَاءِ ِانشُّ ٍَ ِيِ ٌَ ْٕ ِتَشْضَ ٍْ ًَّ ِيِ ٌِ أتَبَ

ِأَِ َٰٗ اِإنَِ ِكَجِٛشًّ ْٔ اِأَ ِتَكْتجُُُِِٕصَغِٛشًّ ٌْ لََِتَسْأيَُٕاِأَ َٔ َٓذَاءُِإرَِاِيَبِدُعُٕاِِۚ لََِٚأَةَِْانشُّ َٔ ِِۚ َٰٖ ُْذَِالْْخُْشَ نكُِىِْألَْسَطُِعِ
َٰ
ِِِّۚرَ ِِِجَهِ اللََّّ

َُْٛكُىِْفهََِ َٓبِثَ ِتِجَبسَحًِّحَبضِشَحًِّتذُِٚشََُٔ ٌَ ِتَكُٕ ٌْ ِأَ ِتَشْتبَثُٕاِِۖإلََِّ ِألَََّ َٰٗ أدَََْ َٔ َٓبدَحِِ وُِنهِشَّ َٕ ألَْ َْبِ َِٔ ِتَكْتجُُٕ ِألَََّ ٌٌ َُب ْٛكُىِْجُ ْٛسَِعَهَ

َِٔ ِ ِٓٛذٌِۚ لََِشَ َٔ ِكَبتِتٌِ لََِٚضَُبسَّ َٔ ِ ِٓذُٔاِإرَِاِتجَبََٚعْتىُِْۚ أشَْ َُِٔ اللََّّ َٔ ِ ُِ كُىُِاللََّّ ًُ ٚعَُهِّ َٔ ِ َِۖ اتَّمُٕاِاللََّّ َٔ ِ ُِفسُُٕقٌِثِكُىِْ  ِتَفْعَهُٕاِفإَََِّّ ٌْ إِ

ءٍِعَهِٛى ْٙ ِشَ ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ثِكُمِّ
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ِِِِِArtinya:  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah 

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang 

lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu 

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu 

itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling 

sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.  

(QS.Al - Baqarah: 282). 

Dan Hadist Nabi sebagai berikut:  

حِٛىِِ ٍِِ ٱنشَّ ًََٰ حْ ِِ ٱنشَّ
 ثِسْىِِ ٱللَََّٰ

 

Artinya:  

Dari Ibnu Mas‟ud رضي الله عنه dari Nabi صلی الله عليه وسلم, sabdanya: 

“Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya 

kebaikan itu menunjukkan ke syurga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat 

jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan 

sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya 

Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang  yang 
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selalu berdusta maka dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.” 

(Muttafaq „alaih). 

Dari ayat dan hadist diatas jelas terlihat bahwa agama Islam sejak awal 

keberadaannya telah memberi petunjuk bagi para pemeluknya untuk melakukan 

pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil. 

2.2 Pengertian Laporan Keuangan 

Menurut Warner R. Murhadi, (2013:1) Laporan keuangan merupakan 

bahasa bisnis, didalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi 

keuangan perusahaan. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, 

maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan suatu 

perusahaan. 

Dalam (Herry: 2012) Laporan Keuangan adalah produk akhir akuntansi dari 

serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis yang dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas 

perusahaan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. 

2.3 Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bertujuan untuk memeberikan informasi poisis keuangan 

perusahaan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan – 

keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas 

penggunaa sumber daya yang dipercayakan kepada pihak manajemen (Syaiful 

Bahri, 2016). 
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Berdasarkan IAI-SAK ETAP (2016: BAB 2) Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan 

arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat 

meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. 

Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah 

dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya. 

Laporan keuangan yang disusun haruslah dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkah oleh para penggunanya baik dari luar maupun dalam  perusahaan. Tata 

cara mengenai penyajian laporan keuangan telah di atur oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia dalam SAK ETAP tetang laporan untuk entitas yang tidak memiliki 

akuntanbilitas publik yang signifikan. 

2.4 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik         

( SAK ETAP) 

Standar Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik digunakan oleh entits 

tanpa akuntabilitas publik, SAK ETAP dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2009 dan 

diterapkan efektif pada 1 Januari 2011 (Syaiful Bahri, 2016). 

Dalam IAI-SAK ETAP (2016: BAB 2) Standar Akuntansi Keuangan untuk 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan 

entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas 

yang: 

1) Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; 
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2) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose 

financial statement) bagi pengguna eksternal.  

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:  

1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses 

pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator 

lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; 

2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok 

besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang 

efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. 

2.5 Penyajian Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

Berdasarkan SAK ETAP (2016: BAB 3) penyajian wajar dari laporan 

keuangan yang mematuhi persyaratan SAK ETAP dan pengertian laporan 

keuangan yang lengkap, sebagai berikut: 

1) Penyajian Wajar 

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, 

peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria 

pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban, serta pengungkapan 

tambahan jika diperlukan. 

2) Kepatuhan terhadap SAK ETAP 

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat 

pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan 

atas laporan keuangan. 
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3) Kelangsungan Usaha 

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang 

menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas 

melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas mempunyai kelangsungan usaha 

kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau 

menghentikan opersai. 

4) Frekuensi Pelaporan 

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan minimal satu tahun 

sekali. 

5) Penyajian yang Konsisten 

Penyajian dan klasifikasi pos – pos dalam laporan keuangan antar periode 

harus konsisten, kecuali terjadi perubahan signifikan sifat atau 

pengklasifikasian bertujuan untuk penyajian yang lebih baik dan SAK 

ETAP menyaratkan suatu perubahan penyajian. 

6) Informasi Komparatif 

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya 

kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan 

keuangan dan catatan atas laporan keuangan). 

7) Materialitas dan Agregasi 
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Pos – pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, 

kesalahan dalam mencatatan suatu pos dianggap material jika dapat 

mempengaruhi pengguna dalam mengambil keputusan. 

8) Laporan Keuangan Lengkap. 

2.6 Unsur – Unsur Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP 

Berdasarkan IAI-SAK ETAP (2016: BAB 3) unsur – unsur laporan 

keuangan sebagai berikut:  

2.6.1 Neraca 

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu 

tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.  Neraca minimal mencakup pos-pos 

berikut:  

1) Kas dan setara kas;  

2) Piutang usaha dan piutang lainnya; 

3) Persediaan;  

4) Properti investasi;  

5) Aset tetap;  

6) Aset tidak berwujud;  

7) Utang usaha dan utang lainnya;  

8) Aset dan kewajiban pajak;  

9) Kewajiban diestimasi;  

10) Ekuitas. 

Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam  neraca 

jika penyajian seperti itu relevan dalam  rangka pemahaman terhadap posisi 
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keuangan entitas. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap 

pos-pos yang disajikan. 

Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang 

terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas 

memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut 

diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan 

likuiditasnya. 

2.6.2 Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang 

diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP 

mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan 

perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap 

periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode 

terjadinya perubahan. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai 

berikut:  

1) Pendapatan;  

2) Beban keuangan;  

3) Bagian  laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas;  

4) Beban pajak;  

5) Laba atau rugi neto. 

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada 

laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja 
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keuangan entitas. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu 

klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang 

memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. 

 

1. Analisis Menggunakan Sifat Beban: 

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi 

berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya 

transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali 

antara berbagai fungsi dalam entitas. Misalnya:  

Gambar 2.1 

FORMAT LABA RUGI MENGGUNAKAN SIFAT BEBAN 

Pendapatan      x  

Pendapatan operasi lain   x  

Perubahan persediaan barang jadi     

dan barang dalam proses   x  

Bahan baku yang digunakan   x  

Beban pegawai    x  

Beban penyusutan dan amortisasi  x  

Beban operasi lainnya   x  

Jumlah beban operasi    (x)  

Laba operasi       x   

Sumber: IAI-SAK ETAP (BAB 5) 

2. Analisis Menggunakan Fungsi Beban: 

Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai 

bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau 

aktivitas administrasi. Sekurang-kurangnya, entitas harus mengungkapkan 

biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya. Misalnya:  
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Gambar 2.2 

FORMAT LABA RUGI MENGGUNAKAN FUNGSI BEBAN 

Pendapatan    x  

Beban pokok penjualan   (x)  

Laba bruto     x  

Pendapatan operasi lainnya   x  

Beban pemasaran    (x)  

Beban umum dan administrasi  (x)  

Beban operasi lain    (x)  

Laba operasi    x 

Sumber: IAI-SAK ETAP (BAB 5) 

Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba 

rugi. Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi 

mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk 

penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja. 

2.6.3 Laporan Perubahan Ekuitas, Laba Rugi dan Saldo Laba 

1. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi,  pendapatan dan 

beban, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang 

diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi, dan dividen dan 

distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Entitas 

menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:  

a. Laba atau rugi untuk periode; 

b. Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; 

c. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang 

diakui sesuai Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan; 

d. Rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, terpisah; 
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Dalam laporan keuangan usaha kecil, usaha menengah, koperasi maupun 

perusahaan terbuka memiliki kemiripan dari segi format. Dalam SAK ETAP 

tidak ada mengatur format untuk Laporan Perubahan Ekuitas. Perbedaan 

laporan keuangan menurut PSAK, SAKE TAP, SAK Syariah dan ED SAK 

EMKM terletak pada ketentuan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan 

transaksi dan kejadian lainnya di dalam laporan keungan.  

Berikut ini adalah format Laporan Perubahan Ekuitas secara umum: 

Gambar 2.3 

USAHA ABC 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Periode 31 Desember 20XX 

Modal Awal 1 Januari 201X         xxxxxxxxxx  

Laba Bersih   

 

xxxxxxxxx  

 

Akun Yang Menambah Modal  xxxxxxxxx   

Akun Yang Mengurangi Modal  (xxxxxxxx)   

  

  

  

Penambahan(Pengurangan) Modal 

 

  

xxxxxxxxxx 

 

Modal Akhir 31 Desember 20XX 

 

  

xxxxxxxxxx 

  

Sumber: https://akuntansiumkm.com 

2. Laporan Laba Rugi Dan Saldo Laba 

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan 

perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Laporan laba rugi dan 

saldo laba hanya disajikan apabila perubahan ekuitas hanya berasal dari laba 

atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan priode lalu dan perubahan 

kebijakan akuntansi. Pos-pos yang disajikan dalam laporan laba rugi dan 
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saldo laba sebagai tambahan informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 

Laporan laba Rugi meliputi: 

a. Saldo laba pada awal periode pelaporan;  

b. Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode;  

c. Penyajian kembali  saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu;  

d. Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; 

e. Saldo laba pada akhir periode pelaporan. 

Berikut adalah contoh format Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba: 

Gambar 2.4 

USAHA XYZ 

LAPORAN LABARUGI DAN SALDO LABA 

Periode 31 Desember 20XX 

Saldo Laba 1 Januari 201X         xxxxxxxxxx  

 

Laba Bersih   xxxxxxxxx   

Dikurangi dividen yang diumumkan  (xxxxxxxx)   

Kenaikan Saldo Laba   xxxxxxxxx  

  

  

  

Saldo Laba 31 Desember 20XX 

 

  

xxxxxxxxxx 

  

Sumber: https://manajemenkeuangan.net/ 

2.6.4 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan 

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang 

dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan 

investasi atau lainnya. Informasi Yang Disajikan Dalam Laporan Arus Kas: 
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1. Aktivitas Operasi 

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil 

utama pendapatan entitas. Pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa 

yang mempengaruhi penerapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas 

operasi adalah: 

a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa;  

b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain;  

c. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 

d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 

e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan; 

f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak 

lainnya; 

2. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas 

sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan 

pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari 

aktivitas investasi adalah: 

a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset  tetap,  aset tidak berwujud dan 

aset jangka panjang lainnya; 

b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset 

jangka panjang lainnya; 

c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain 

dan bunga dalam joint venture; 
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d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain 

dan bunga dari joint venture;  

e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain; 

f. Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang 

diberikan kepada pihak lain; 

3. Aktivitas Pendanaan 

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: 

a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; 

b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau 

menebus saham entitas; 

c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka 

pendek atau jangka panjang lainnya; 

d. Pelunasan pinjaman; 

e. Pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang 

berkaitan dengan sewa pembiayaan. 

2.6.5 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan 

keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan 

dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria 

pengakuan dalam laporan keuangan. 
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Catatan atas laporan keuangan harus:  

a. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan 

kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. 

b. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi 

tidak disajikan dalam laporan keuangan; 

c. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan 

keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. 

Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah 

sebagai berikut:  

a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan 

SAK ETAP. 

b. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan  yang diterapkan. 

c. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan 

urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan 

penyajian pos-pos tersebut. 

d. Pengungkapan lain. 

2.7  Perbedaan SAK ETAP, SAK EMKM dan SAK Syariah  

Perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 

dapat memilih apakah akan menyusun laporan keuangan menggunakan SAK-

ETAP, SAK EMKM atau beralih menggunakan SAK Syariah. Berikut ini adalah 

tabel perbandingan SAK ETAP, SAK EMKM dan SAK Syariah: 
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Tabel 2.1  

PERBEDAAN SAK ETAP, SAK EMKM DAN SAK SYARIAH 

 

NO 

 

PERIHAL 

 

SAK ETAP 

 

SAK EMKM 

 

SAK SYARIAH  

(PSAK 101) 

1. Ruang 

Lingkup 

SAK ETAP dimaksudkan untuk 

digunakan entitas tanpa 

akuntabilitas publik. 

SAK EMKM dimaksudkan 

untuk digunakan oleh entitas 

mikro, kecil, dan menengah. 

SAK EMKM digunakan oleh 

entitas yang tidak memenuhi 

definisi dan kriteria dalam SAK 

ETAP. 

Menetapkan dasar penyajian 

laporan keuangan bertujuan 

umum untuk entitas syariah 

2. Laporan 

Keuangan 

a) Neraca 

b) Laporan laba rugi 

c) Laporan perubahan ekuitas 

d) Laporan arus kas 

e) Catatan atas laporan 

keuangan 

a) Laporan posisi keuangan 

pada akhir periode;  

b) Laporan laba rugi selama 

periode;  

c) Catatan atas laporan keuangan 

a) Laporan Posisi Keuangan 

b) Laporan Laba Rugi dan 

Penghasilan Komprehensif 

Lain 

c) Laporan Perubahan Ekuitas 

d) Laporan Arus Kas 

e) Laporan Sumber dan 
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Penggunaan Dana Zakat 

serta Dana Kebajikan 

f) Catatan atas Laporan 

Keuangan 

3. Laporan 

Posisi 

Keuangan 

(a) Penyajian Laporan keuangan 

menggunakan istilah Neraca. 

(b) Pembedaan aset lancar dan 

tidak lancar dan liabilitas 

jangka pendek dan jangka 

panjang  yang  

Sama dengan SAK ETAP, hanya  

beberapa akun tidak disajikan 

 sebagaimana pada SAK ETAP. 

Disajikan sebagaimana 

ketentuan PSAK, dan beberapa 

akun lain seperti Dana Syirkah 

Temporer, Dana Zakat, Dana 

Kebajikan 

4. Laporan 

Laba Rugi 

(a) Jika PSAK yang 

menggunakan istilah laporan 

laba rugi komprehensif, SAK 

ETAP menggunakan istilah 

laporan laba rugi. 

(b) Tidak Laba rugi dan 

pendapatan komprehensif. 

 

Hanya Menyajikan: 

(a) pendapatan; 

(b) beban keuangan; 

(c) beban pajak; 

Pendapatan tidak halal, 

pendapatan tersebut tidak 

boleh disajikan dalam laporan 

laba rugi, melainkan di 

Laporan Dana Kebajikan 
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5. Penyajian 

Perubahan 

Ekuitas 

Sama dengan PSAK, kecuali 

untuk beberapa hal yang 

terkait pendapatan 

komprehensif lain. 

Tidak ada Disajikan sebagaimana 

ketentuan PSAK. 

6. Laporan 

Arus Kas 

Sama dengan PSAK, kecuali: 

(a) Arus kas aktivitas operasi: 

metode tidak langsung, (b) 

Arus kas mata uang asing, tidak 

diatur. 

Tidak ada Disajikan sebagaimana 

ketentuan PSAK. 

 

7. Catatn Atas 

Laporan 

Keuangan 

Sama dengan PSAK, kecuali 

pengungkapan modal. 

Tidak ada Disajikan sebagaimana 

ketentuan PSAK. 

 

Sumber: IAI-SAK ETAP (2016), IAI-SAK EMKM (2018), IAI-SAK Syariah 
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2.8  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

2.8.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Menurut buku Pedoman Teknik BUM Desa Bersama (2017:4) Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha yang bercirikan Desa 

dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.  UU 

No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh 

Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi 

sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa (vide penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa).   

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat 

6 menyatakan bahwa: Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan 

masyarakat. 

2.8.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Terdapat empat tujuan utama pendirian BUM Desa adalah: 

a. Meningkatkan Perekonomian desa; 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa; 

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat; 

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

pedesaan. 
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2.8.3 Prinsip Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Dalam buku Seri Pintar BUM Desa Pelembagaan BUM Desa (2014:23) 

Untuk mengelola BUM Desa, pengurus harus paham prinsip-prinsip 

pengelolaannya dengan baik. Berikut prinsip – prinsip BUM Desa:  

1) Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus 

mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan 

kelangsungan hidup usahanya. 

2) Partisipatif, semua komponan yang terlibat di dalam BUM Desa harus 

bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan 

kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. 

3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 

4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan 

masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara teknis maupun administrasi. 

6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan 

oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa. 

Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah 

memperkuat kerjasama (cooperatif), membangun kerjasama/menjalin 

kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga hal tersebut menjadi 
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daya dorong (steam engine) dalam upaya penetasan kemiskinan, pengangguran 

dan membuka akses pasar. 

2.8.4 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

Pendirian BUM Desa dilandasi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Permendesa PDTT 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya secara 

rinci tentang landasan hukum BUM Desa adalah: 

a. Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa : 

Pasal 1 (1) : Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 

adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa 

dan masyarakat. 

Pasal 4 : Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa 

berpedoman pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa:  

Pasal 2 : Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung 

seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang 

dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 

Pasal 4 (1) : Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan 

Desa tentang Pendirian BUM Desa 
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Pasal 5 (1) : Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi 

tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa. 

2.9   Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Dwi Jayanti, 

Masyhad, Nurul 

Qomari (2018).  

Analisis Penerapan 

SAK ETAP Pada 

Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) 

“Surya Sejahtera” Di 

Desa Kedungturi 

Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

pencatatan atas berbagai 

transaksi yang dilakukan 

pada BUM Desa “Surya 

Sejahtera” belum sesuai 

dengan SAK ETAP, hal ini 

disebabkan kurangnya 

sumberdaya, informasi dan 

kesadaran pihak BUM Desa 

terhadap SAK ETAP itu 

sendiri. 

2. Jerry Sonny 

Lintong, Esrie A. 

N. Limpeleh, 

Barno Sungkowo 

(2020).  

Laporan Keuangan 

Berdasarkan SAK 

ETAP pada BUMDes  

“Kineauan” Desa 

Wawona Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

Laporan keuangan BUMDes 

belum disajikan sesuai 

dengan standar, dengan 

demikian para pengguna 

informasi tidak dapat 

mengetahui dengan pasti 

berapa keuntungan atau 

kerugian dari entitas dan 

berapa banyak aset yang 

dimilikinya. 
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3. Mega Intan 

Octaviani (2019).  

Analisis Penerapan 

Sak Etap Pada Badan 

Usaha Milik Desa 

(Studi pada Badan 

Usaha Milik Desa 

Panggung Lestari di 

Desa Panggungharjo). 

Laporan keuangan yang 

disajikan bumdes panggung 

lestari terdiri dari laporan 

posisi keuangan, laporan 

laba rugi dan perubahan 

dalam laporan ekuitas dalam 

bumdes panggung lestari 

yang memiliki standar 

akuntansi umum tetapi 

belum menerapkan SAK 

ETAP. 

4. Hetika dan Nurul 

Mahmudah 

(2017) 

Penerapan Akuntansi 

Dan Kesesuaiannya 

Dengan Sak Etap Pada 

Umkm Kota Tegal 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penerapan akuntansi yang 

dilakukan oleh para pelaku 

UMKM di Kota Tegal 

masih sangat sederhana dan 

para pelaku UMKM di Kota 

Tegal belum menyusun 

laporan keuangan sesuai 

dengan SAK ETAP 

disebabkan karena 

kurangnya pengetahuan para 

pelaku UMKM mengenai 

SAK ETAP. 

5. Eva Malina dan 

Arlina Pratiwi 

Purba (2018) 

Analisis Penerapan 

SAK ETAP Dalam 

Penyajian Laporan 

Keuangan Pada 

Koperasi Pegawai 

Negeri Smpn 7 

Pematang Siantar 

Laporan keuangan yang 

disajikan oleh Koperasi 

Pegawai Negeri (KPN) 

SMP N 7 P.Siantar belum 

sesuai dengan SAK ETAP. 

Jenis dan format laporan 

keuangan yang disajikan 

oleh Koperasi Pegawai 

Negeri (KPN) SMP N 7 

P.Siantar hanya sebatas 

Neraca dan Perhitungan 

Sisa Hasil Usaha (Laporan 

Laba Rugi). 

Sumber: Olahan Penelitian Tahun 2020
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BAB III  

GAMBARAN UMUM BADAN USAHA 

3.1 Sejarah Singkat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Desa Pulau Kecil 

Dalam Pasal ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang 

Desa dinyatakan bahwa “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat  dan Desa, 

Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi Desa”. 

Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian 

besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang 

berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 

dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya di Desa Pulau Kecil 

Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, mulai berdiri pada 

tahun 2016 dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Desa Pulau Kecil. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa Tanjung Raya memiliki 

beberapa tujuan diantaranya: 

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) desa Pulau Kecil untuk 

peningkatan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat Desa 

Pulau Kecil. 

b. Menumbuhkan kembangkan ekonomi kerakyatan melalui pembinaan usaha 

mikro, memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan 

masayarakat. 
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c. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama 

dengan berbagai potensi masyarakat dan bersinergi dengan lembaga – 

lembaga terkait. 

3.2 Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya Desa Pulau 

Kecil 

Nama Unit Usaha : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 

“Tanjung    Raya” Desa Pulau Kecil 

Tanggal Pendirian : Didirikan pada Februari 2016 

Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Desa Pulau Kecil Nomor 01 tahun 

2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha 

Milik Desa Tanjung Raya. 

Bidang Usaha : Unit Simpan Pinjam 

Alamat : Jl. Penunjang, Parit 13 Desa Pulau Kecil Kec.  

Reteh Kab. Indragiri Hilir 29273 

3.3 Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Desa Pulau Kecil 

1. Visi 

Menjadi lembaga Usaha Desa Pulau Kecil yang sehat, berkembangan 

dan terpercaya, yang mampu melayani anggota masyarakat 

lingkungannya, sehingga tercapai kehidupan yang penuh keselamatan, 

kedamaian dan kesejahteraan. 
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2. Misi 

Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai 

lokomotif ekonomi masyarakat Desa Pulau Kecil. 

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, berikut rencana jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang Badan Usaha Milik Desa Tanjung 

Raya Desa Pulau Kecil: 

a. Rencana Jangka Pendek 

Rencana kerja jangka pendek BUM Desa Tanjung Raya atau yang 

pertama akan dilaksanakan adalah Penagihan kepada pemanfaat yang 

menunggak dengan rutin dan menberikan ketegasan. 

b. Rencana Kerja Jangka Menengah 

Rencana kerja jangka menengah BUM Desa Tanjung Raya yang akan 

dilaksanakan adalah Menyediakan jasa kredit barang-barang elektronik 

yang di butuhkan mansyarakat. 

c. Rencana Kerja Jangka Panjang 

Rencana kerja jangka panjang, BUM Desa Tanjung Raya, untuk 

mewujudkan visi dan misi BUM Desa Tanjung Raya, yaitu 

mensejahterakan masyarakat dan menciftakan lapangan kerja, untuk itu 

BUM Desa Tanjung Raya akan membentuk Unit-Unit baru, yang 

tentunya semua itu terpulang dari penyertaan modal dari Desa. 
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3.4 Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung 

Raya Desa Pulau Kecil 

BUM Desa Tanjung Raya merupakan organisasi usaha, sehingga tidak lepas 

dari langkah – langkah  memulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian. Organisasi  BUM Desa Tanjung Raya terdiri atas; Komisaris 

(Kepala Desa), Pengawas, Direktur, Sekretaris, Bendahara dan pengelola Unit-

Unit lainnya. Berikut susunan pengurus BUM Desa Tanjung Raya Desa Pulau 

Kecil: 

Gambar 3.1 

Susunan Pengurus BUM Desa Tanjung Raya Desa Pulau Kecil 

 

Sumber: Dokumentasi Tahun 2020 
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Berdasarkan data dokumentasi BUM Desa Tanjung Raya Desa Pulau Kecil 

berikut adalah penjelasan struktur: 

1. Penasehat atau Komisaris 

Komisaris dijabat secara otomatis oleh Kepala Desa yang menjabat. Berikut 

ini terdapat kewajiban dan wewenang Kepala Desa sebagai komisaris yaitu 

sebagai berikut: 

a. Kewajiban Penasehat atau Komisaris 

(a) Memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam 

melaksanakan pengelolaan BUM Desa 

(b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap 

penting bagi pengelolaan BUM Desa  

(c) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa 

b. Wewenang Penasehat atau Komisaris 

(a) Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai 

persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa. 

(b) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan 

kinerja Badan Usaha Milik Desa BUM Desa. 

2. Pengawas 

Diperoleh melalui Musyawarah Desa dan memiliki kapasitas mewakili 

kepentingan masyarakat. Berikut tugas dan wewenang pengawas: 

a. Mengawasi dan memberi nasehat kepada komisaris dalam menjalankan 

kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). 
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b.  Memantau dan mengevaluasi kinerja pengurus dan pengelola Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa). 

3. Direktur 

a. Kewajiban Direktur 

(a) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi 

lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan atau pelayanan 

umum masyarakat desa. 

(b) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk 

meningkatkan pendapatan asli desa. 

(c) Melakukan kerja sama dengan lembaga lembaga perekonomian 

desa lainnya. 

b. Wewenang direktur  

(a) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes 

setiap bulan. 

(b) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes 

setiap bulan. 

(c) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes 

kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekuran-

kurangnya 2 kali dalam satu tahun. 

4. Sekretaris 

Tugas sekretaris adalah: 

a. Membantu manager unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, 

melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas penting yang harus 
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didokumentasikan, menyusun laporan kinerja unit usaha, menyimpan 

file-file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha 

BUMDesa. 

b. Menyediakan laporan-laporan penting penting yang harus di 

infomamsikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

5. Bendahara 

Tugas bendahara dalah sebagai: 

a. Juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUM Desa. 

b. Sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi Unit usaha 

BUM Desa.  

c. Sebagai pencatat seluruh uang masuk dan keluar (cashflow) unit usaha 

BUM Desa. 

6. Kepala Unit 

Kepala unit bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan unit usaha yang dijalankan, serta bertanggung jawab terhadap 

pengembangan kegiatan unit usaha. 

7. Tatan Usaha dan Kasir 

Tata Usaha dan Kasir memiliki kewajiban membantu Kepala Unit dalam 

menjalankan kegiatan, untuk pencapaian tujuan unit usaha. 
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BAB V  

PENUTUP 

Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab 

sebelumnya, maka penulis perlu memberikan suatu kesimpulan mengenai 

kenyataan yang ditemui disepanjang analisa dalam kasus penelitian ini. Kemudian 

penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat digunakan 

oleh pengelola BUM Desa Tanjung Raya Desa Pulau Kecil sebagai bahan 

evaluasi dan pertimbangan kearah yang lebih baik, serta saran untuk beberapa 

pihak lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5.1 Kesimpulan 

1. Dalam menyususn laporan keuangan BUM Desa Tanjung Raya 

menggunakan Juknis dan AD ART sebagai pedoman penyusunan yang 

didampingi oleh pendamping BUM Desa. 

2. Penyajian laporan keuangan BUM Desa Tanjung Raya yang menjadi 

masalah adalah penyajiannya yang tidak lengkap dimana hanya menyajikan 

3 laporan keuangan yaitu Laporan Laba Rugi dan Neraca dan Laporan 

Perkembangan Modal Tahunan. hal ini tidak sesuai dengan SAK ETAP 

dimana entitas harus menyajikan 5 laoran keuangan yaitu Laporan Laba 

Rugi, Neraca, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan Catatan 

atas Laporan Keuangan. 
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3. Dalam Neraca BUM Desa Tanjung Raya terdapat beberapa akun yang tidak 

disajikan sesuai dengan SAK ETAP yaitu Properti Investasi, aset tidak 

berwujud dan Kewajiban Hutang. 

4. Dalam laporan Laba Rugi BUM Desa Tanjung Raya juga tidak terdapat 

informasi mengenai Pajak Penghasilan Terutang, dikarenakan BUM Desa 

Tanjugn Raya belum memiliki NPWP. 

5. Laporan Perkembangan Modal yang dibuat oleh pengelola merupakan 

perkembangan modal untuk BUM Desa dari dana yang diperoleh dari 

Pemerintah Desa. Sedangkan Laporan Perubahan Modal untuk unit Simpan 

Pimjam tidak ada. 

6. Kendala yang dihadapi dalam penyususnan laporan keuangan berdasarkan 

SAK ETAP adalah pengelola BUM Desa Tanjung Raya belum memahami 

cara penerapan SAK ETAP yang sebenarnya, dan tidak adanya peraturan 

yang mengharuskan penyajian laporan keuangan BUM Desa Tanjung Raya 

harus berdasarkan SAK ETAP. 

5.2 Saran  

1. Bagi Pengelola BUM Desa Tanjung Raya 

a. Agar BUM Desa Tanjung Raya terdaftar sebagai wajib pajak badan 

dengan begitu tanggung jawab BUM Desa Tanjung Raya sebagai badan 

usaha yang memiliki penghasilan dapat dilaksanakan dengan membayar 

pajak setiap periode pajak, sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Dengan begitu laporan Laba Rugi BUM Desa Tanjung Raya dapat lebih 
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baik dengan adanya informasi Beban Pajak dari laba yang di peroleh 

setiap periode. 

b. Dalam membuat Laporan Modal sebaiknya disesuaikan dengan SAK 

ETAP, karena dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai modal 

BUM Desa Tanjung Raya apakah mengalami kenaikan atau penurunan, 

dari akun-akun yang harus disajikan sesuai ketentuan SAK ETAP. 

c. Dalam Neraca sebaiknya akun Aset dan akun Hutang di sajikan dengan 

klasifikasi Aset Lancar dan Aset Tetap, serta Hutang Jangka Pendek dan 

Hutang Jangka Panjang. Karena dengan adanya klasifikasi, informasi 

yang diperoleh akan lebih rinci dan dapat membantu dalam proses 

evaluasi perusahaan dari sisi keuangan, yang pasti dapat membantu 

dalam proses pengambilan keputusan. 

d. Sebaiknya Laporan Keungan BUM Desa Tanjung Raya dilengkapi 

dengan membuat Laporan Arus Kas, karena dapat menggambarkan 

tingkat produktifitas badan usaha dan membuat Catatan atas Laporan 

keuangan untuk memberikan informasi lebih yang sekiranya tidak dapat 

diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sesuai ketentuan SAK 

ETAP. 

e. Apabila BUM Desa Tanjung Raya menginginkan Laporan keuangan 

yang lebih baik dengan berlandaskan keislaman, SAK Syariah yang juga 

diterbitkan oleh IAI dapat dijadikan panduan dalam menyusun laporan 

keungan. 
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2. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

Sebaiknya lebih memperluas kegiatan sosialisasi mengenai SAK ETAP agar 

setiap pelaku usaha dapat memahami dan menerapkannya. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Diharapkan perguruan tinggi dari lapisan tertinggi hingga mahasiswa dapat 

ikut serta dalam kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan SAK ETAP 

kepada pelaku usaha, sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan  peneliti selanjutnya agar meneliti BUM Desa yang memiliki 

kegiatan usaha dagang karena lingkup kegiatan ekonominya lebih luas. 
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LAPORAN LABA RUGI (KOREKSI) 

BUM DESA TANJUNG RAYA DESA PULAU KECIL (UNIT-SP) 

TAHUN 2019 

PENDAPATAN USAHA       

Jasa Pinjaman Rp 

 

111,034,500 

  
 

 

  

BEBAN USAHA 

  

  

Insentif Pelaku Rp 48,541,000   

Adm dan Umum Rp 5,650,000   

Jumlah Beban Usaha 
 

 

54,191,000 

  

  

  

LABA USAHA     56,843,500 

Pendapatan lain-lain 
    

Provisi/Pemotongan ADM Rp 5,276,000   

Beban lain-lain 

  

  

Adm dan Pajak Bank Rp              146,492    

Biaya MDPT Rp 12,408,400   

Biaya Lain-lain Rp 31,020,800   

  

  

  

RUGI DARI LUAR USAHA Rp         (38,299,692) 

TOTAL LABA BERSIH 

SEBELUM PAJAK Rp   18,543,808 

Pajak Penghasilan Terutang Rp 4,635,952   

LABA BERSIH 

 

Rp 

 
  

13,907,856 

 

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAPORAN PERUBAHAN MODAL (ILUSTRASI) 

BUM DESA TANJUNG RAYA DESA PULAU KECIL (UNIT-SP)  

TAHUN 2019 

Modal Awal 1 Januari 2019         608,760,096  

 

Laba Bersih 

  
13,907,856  

    

Dana Hibah  (308,000)  

Simapanan wajib 

 

   913,000    

Iyuran Anggota 

 

1,900,000    

Penambahan Modal 

 

5,650,000    

Cadangan Modal dari laba Unit Usaha 30% 

 

4,172,357    

Penambahan Modal 

 

  

12,255,357 

 

Modal Akhir 31 Desember 2019 

 

  

634,923,309 

  

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NERACA (KOREKSI) 

BUM DESA TANJUNG RAYA DESA PULAU KECIL (UNIT-SP) 

TAHUN 2019 

ASET     

Aset Lancar 

 

  

Kas Rp                  1,201,800  

Bank  Rp                31,477,484  

Pinjaman Anggota/Piutang  Rp              639,422,000  

Jumlah Aset Lancar Rp                 672,101,284  

   

Aset Tetap 
 

  

Inventraris Rp                14,619,000  

Ak. Penyususutan Rp                (9,138,167) 

Jumlah Aset Tetap Rp                  5,480,833  

JUMLAH ASET Rp                 677,582,117  

  
 

  

LIABILITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

  Tabungan Masyarakat Rp                24,115,000  

Hutang Pajak 
 

                 4,635,952  

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Rp. 28,750,952 

Jumlah Liabilitas Rp                28,750,952  

   

EKUITAS 

 

  

Dana Hibab BUM Desa Rp              502,296,326  

Simpanan Wajib Rp                17,275,000  

Simpanan Pokok (Iyuran Anggota) Rp                  9,000,000  

Penambahan Modal Rp                28,594,000  

    Cadangan Modal dari Laba Unit Usaha Rp                77,659,983  

    Laba Yang Akan Dibagikan Rp                       98,000  

Jumlah Ekuitas Rp                 634,923,309  

Laba Tahun Berjalan Rp                13,907,856  

   

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 

 

Rp 

 

             677,582,117 

  

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 



 

 

 

 

NERACA KOMPARATIF BUM DESA TANJUNG RAYA ( UNIT-SP) 

TAHUN 2018 DAN 2019 

 

DES 2018 DES 2019 SELISIH KETERANGAN 

ASET 

Aset Lancar 

Kas Rp   73,879,000     1,201,800       

Bank  Rp     5,623,976    31,477,484       

Piutang  Rp 618,980,000  639,422,000    20,442,000  Naik Operasi 

Jumlah Rp 698,482,976  672,101,284  

   Aset Tetap             

Inventraris Rp   14,359,000    14,619,000         260,000  Naik Investasi 

Ak. 

Penyususutan 

 

Rp 

 

(9,138,167) 

  

(9,138,167)                   -     - Operasi 

Jumlah  Rp 5,220,833  5,480,833  

  

  

Jumlah ASET Rp 703,703,809  677,582,117        

LIABILITAS 

Liabilitas Jangka Pendek 

Tabungan 

Masyarakat 

 

Rp 

 

35,960,500  

 

24,115,000  (11,845,500) Turun Operasi 

Hutang Pajak   0 4,635,952    4,635,952  Naik Operasi 

Jumlah  Rp   35,960,500    28,750,952  

 

    

EKUITAS 

Dana Hibah 

BUM Desa 

 

Rp 

      

502,676,326  

      

502,296,326  

           

(380,000) Turun Pendanaan 

Simpanan Wajib Rp   16,362,000    17,275,000  913,000  Naik Pendanaan 

Simpanan Pokok 

(Iuran Anggota) 

 

Rp 

 

 7,100,000  

  

 9,000,000  1,900,000  Naik Pendanaan 

Dana Resiko Rp  22,944,000   28,594,000  5,650,000  Naik Pendanaan 

Cadangan 

Modal  
Rp   60,015,473    77,659,983  

17,644,510  Naik Pendanaan 

Laba Yang Akan 

Dibagikan 

 

Rp 

   

       93,000  

  

     98,000  5,000  Naik Pendanaan 

Jumlah Ekuitas Rp 609,190,799  634,923,309        

Laba Tahun 

Berjalan 
Rp   58,812,510    13,907,856  

      

JUMLAH 

LIABILITAS 

DAN EKUITAS 

Rp 703,963,809  677,582,117  

      

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 



 

 

 

 

LAPORAN ARUS KAS (ILUSTRASI) 

BUM DESA TANJUNG RAYA DESA PULAU KECIL (UNIT-SP) 

TAHUN 2019 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI     

 

Laba Bersih 

 
13,907,856 

Kenaikan Piutang Usaha 

         

(20,442,000)   

Penurunan Tabungan Masyarakat 

         

(11,845,500)   

Kenaikan Hutang Pajak 

             

4,635,952    

 

Jumlah Kas Dari Aktivitas Operasi 

 
(27,651,548) 

 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 

 

  

Kenaikan Inventaris 

 
     (260,000) 

 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN 

 

  

Penurunan Dana Hibah BUM Desa 

              

(380,000)   

Kenaikan Simpanan Wajib 

                

913,000    

Kenaikan Simpanan Pokok (Iyuran Anggota) 

             

1,900,000    

Kenaikan Penambahan Modal 

             

5,650,000    

Kenaikan Cadangan Modal 

           

17,644,510    

Kenaikan Laba yang akan dibagikan 

                    

5,000    

 

Jumlah Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

 
  25,732,510  

 

Kenaikan Kas 

 

11,728,818 

Saldo Kas Awal 

 

         

10,527,018 

Saldo  Kas Akhir 

   

             

1,201,800 

  

Sumber: Data Olahan Tahun 2021 

 



 

 

 

 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (ILUSTRASI) 

BUM DESA TANJUNG RAYA DESA PULAU KECIL (UNIT-SP) 

TAHUN 2019 

1. Gambaran Umum 

a. Pendirian 

Badan Usaha Milik Desa Tanjung Raya adalah Badan Usaha yang 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui perrnyataan secara 

langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa 

(BUM Desa) Tanjung Raya di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, mulai berdiri pada tahun 2016 

dan diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tanjung Raya 

Desa Pulau Kecil dengan unit usaha Pengadaan Material dan unit Simpan 

Pinjam.  

b. Peraturan 

BUM Desa Tanjung sah diatur dalam Peraturan Desa Pulau Kecil Nomor 

1 tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Tanjung 

Raya. 

c. Keanggotaan 

Anggota BUM Desa Tanjung Raya unit Simpan Pinjam berasal dari 

masyarakat desa Pulau Kecil dengan jumlah anggota sebanyak 239 orang 

dari beberapa latar belakang pemanfaatan jenis usaha seperti Perkebunan, 

Perdagangan dan jasa. 

2. Kebijakan Akuntansi 

a. Dasar penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan disusun berdasarkan SAK ETAP dan disusun 

menggunakan accurual basis kecuali pada laporan arus kas. Laporan arus 

kas disusun menggunakan metode tidak langsung yang berfokus pada 

laba atau rugi bersih dengan mengelompokkan penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dikeluarkan dalam aktifitas operasi, investasi dan 

pendanaan. Mata uang yang digunakan dalam penyususnan laporan 

keuangan ini adalah rupiah.  

b. Kas dan Setara Kas 

Kas terdiri dari kas ditangan pada periode ini sebesar Rp.1,201,800  yang 

mengalami penurunan dari periode sebelumnya sebesar Rp. 73,879,000  

dan terdapat kas di bank sebesar Rp. 31,477,484. Kas ditangan digunakan 

untuk keperluan sehari – hari, seperti pembelian alat tulis kantor, simpan  

pinjam dan operasional lainnya. 



 

 

 

 

c. Aset Tetap 

Nilai aset tetap berupa inventaris diakui sebesar Rp. 14,619,000 yang 

dikurangi dengan nilai penyusutan sebesar Rp. 9,138,167. Penyusutan 

dihitung berdasarkan metode garis lurus dengan perhitungan tanpa nilai 

residu. 

d. Pendapatan dan Beban 

Pendapatan yang diterima oleh BUM Desa Tanjung Raya berupa 

pendapatan Jasa usaha dan Pendapatan Lain – lain yang totalnya sebesar 

Rp. 116,310,500. Sedangkan Beban berupa beban Intensif Pelaku, Beban 

Adm dan Umum, Beban Adm dan Pajak bank, Beban MDPT dan Beban 

lain- Lain sebasar Rp. 97,766,692. 

e. Hutang 

Hutang BUM Desa Tanjung Raya terdiri dari Hutang Tabungan 

Masyarakat sebesar Rp. 24,115,000 mengalami penurunan sebesar Rp. 

11,845,500 yang mana sebelumnya sebesar Rp. 35,960,000. 

f. Perpajakan 

Pajak yang dikenakan BUM Desa Tanjung Raya adalah pajak badan 

secara umum yaitu UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1b dengan tarif 

25%. Jadi Hutang Pajak sebesar Rp. 4,635,952. 

Sumber: Data Olahan tahun 2021 
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